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TINDAK PIDANA SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 
Abstrak 
Masalah yang diteliti yaitu: a) Bagaimana Pertanggungjawaban tindak Pidana 
seksual oleh anak?; b) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana 
seksual oleh anak. Tujuan penelitian adalah: a) Untuk mengetahui 
Pertanggungjawaban tindak Pidana seksual oleh anak; b) Untuk mengetahui 
penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana seksual oleh anak. Metode 
penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu mengkaji norma hukum 
berupa  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak (UU SPPA). Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan 
menggambarkan Tindak Pidana Seksual Yang dilakukan Oleh Anak. Hasil 
penelitian yang diperoleh penulis bahwa Pencabulan sekalipun dilakukan oleh 
anak kepada anak tentu saja tetap memiliki konsekuensi hukum. Bagi yang 
melanggar diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 
tahun dan denda maksimal 5 Milyar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 UU. 
Anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai pertanggung jawaban apabila 
usianya telah mencapai 14 tahun. Apabila usia anak diatas 12 tahun tetapi belum 
14 tahun maka ketika melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya 
berupa tindakan sebagaimana dijelaskan Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 20121 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis pidana 
diatur pada Pasal 71 yang terdiri dari pidana pokok danpidana tambahan. Pidana 
pokok terdiri dari : a) pidana peringatan; b) pidana dengan syarat (pembinaan di 
luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan); c) pelatihan kerja; d) 
pembinaan dalam lembaga; dan; e) penjara. 
Kata Kunci: Kejahatan Anak, Sistem Peradilan Anak, Proses Hukum Peradilan 
 Anak 
Abstract 
As for what can be withdrawn into a problem formula is as follows: a) how does a 
child account for sexual crimes? b) what does the application of sanctions against 
child offenders? c) how the judge considers taking the decision on child 
molestation done under article 04/ child special crimes /2017/ state court. 
Surakarta?. Based on the problem formula above, researchers determine the 
following objective: a) to know the accountability of a child sexual criminal; b) to 
know the application of sanctions against child abuser; c) to determine the judge's 
consideration in the matter of the child molestation conducted by a child under 
article 04/ child special crimes /2017/ court of the land of surakarta. The study 
used by the author is the normative yuridis-normatif in which the legal code of act 
no. 11 of 2012 regarding the child criminal justice system. The type of research 
used by the author is a descriptive study that is a problem-solving procedure 
investigated by describing a child's sexual offenses. The results of the study 
obtained by the author that even sexual abuse is carried out by children to children 
of course still have legal consequences. For those who violate are threatened with 
imprisonment of at least 5 years and a maximum of 15 years and a maximum fine 
of 5 billion, as stated in Article 81 of the Law. Children who commit crimes will 
be held liable if they reach 14 years of age. If the child is over 12 years old but not 
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yet 14 years old, then when the criminal act of sanction is imposed only in the 
form of an act as described in Article 69 Paragraph (2) of Law Number 11 Year 
20121 concerning the Criminal Justice System for Children. Types of crimes are 
regulated in Article 71 which consists of principal crimes and additional crimes. 
The main criminal law consists of: a) criminal warning; b) criminal with 
conditions (guidance outside the institution, community service or supervision); c) 
job training; d) coaching in institutions; and; e) prison. 
Keyword: Crime of the Child, Juvenile Justice System, Juvenile Justice Process 
1. PENDAHULUAN
Anak merupakan aset dari bangsa, karena merupakan bagian dari generasi muda 
yang memiliki peran sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Pada 
konteks negara, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran ini 
disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang 
intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus 
mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dmilikinya.
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Akhir-akhir ini bangsa Indonesia sedang dilanda krisis dimana terjadi 
kasus pelecehan seksual baik pada wanita-wanita dewasa maupun anak-anak yang 
di bawah umur
2
. “Bahkan yang lebih mengerikannya dalam beberapa tahun ini 
kejahatan terhadap anak semakin meningkat, menurut hasil pemantauan Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011-2014 terjadi peningkatan 
yang signifikan, pada tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 
kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus, hingga pada bulan April 2015 
tercatat 6006 kasus” 3. Beberapa kasus, tindak pidana termasuk kekerasan seksual 
dapat kita lihat, diantaranya tindak pidana seksual yang dilakukan anak usia 18 
tahun terhadap anak perempuan usia 14 tahun yang terjadi di solo. Selain itu, 
Kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat cukup tajam di 
Kabupaten Ponorogo”4. Berdasarkan data UPPA Polres dan Komite Perlindungan 
1 Ruben Achmad, 2005, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di 
Kota Palembang, Jurnal: Simbur Cahaya Nomor 27, hal. 24. 
2  Davit Setyawan, “KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat” , Minggu , 
14 Juni 2015, dalam http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-
tahun-meningkat/, di akses pada Sabtu 1 Juli 2017, pukul 17.12. 
3 Ibid 
4 Data bisa di kroscek dengan laporan perkembangan kasus di UPPA Polres dan KPPA Kab. 
Ponorogo tahun 2010-2013 
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Perempuan dan Anak (KPPA), jumlah korban dan pelaku tindak pidana perkosaan 
selalu di dominasi oleh anak-anak
5
. Dalam berbagai kasus perkosaan yang 
melibatkan korban dan pelaku anak anak tersebut aparat penegak hukum telah 
dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit. Seperti yang terjadi di Pinang, Seorang 
bocah Kelas VI SD berinisial A (12) nekat mencabuli tiga orang anak, di 
kompleks rumahnya lantaran terpengaruh film porno. A diketahui sering 
menonton film porno di warnet dekat rumahnya. Perbuatan pelaku terbongkar 
setelah salah satu orangtua korban melihat kejanggalan yang terjadi pada anak 
gadisnya. Setelah ditelisik, ternyata anak mengaku telah dicabuli pelaku saat 
mereka bermain bersama-sama
6
. Sementara itu, dalam kasus lain seperti peristiwa 
yang menimpa seorang remaja putri berusia 14 tahun dipaksa berhubungan badan 
oleh pacarnya AR 18 tahun, perbuatan tersebut terjadi ketika tersangka nongkrong 
dengan temannya dan tersangka diejek teman-temannya dan dianggap tidak jantan 
karena tidak berani menyetubuhi pacarnya, karena tertantang oleh teman- 
temannya, tersangka menjemput pacarnya dan memaksa pacarnya untuk 
bersetubuh di warung kosong
7
. 
Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan 
anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus 
sebagai subjek hukum. Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya 
menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (criminal 
liability/toerekeningvatsbaarheid). Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia 
pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 12 (dua belas) tahun sampai 
dengan usia 18 (delapan belas) tahun16. Adanya rentang batasan usia dalam 
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, diakui sebagai suatu 
kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang 
5  Dalam data UPPA Polres dan KPPA Kab. Pomorogo lebih dari 80% korban kekerasan seksual 
adalah anak-anak dan pelaku kekerasan seksual juga didominasi anak-anak) 
6indonews.com,Rabu 20 januari 2016, 00:28 Wib, 
http://daerah.sindonews.com/read/1078487/194/terpengaruh-adegan-film-porno-bocah-sd-cabuli-
3-anak-1453214973, diakses pada Sabtu 1 Juli 2017, pukul 16.14 WIB 
7  Liputan6.com, Rabu  27 Januari 2016  13.03 WIB regional.liputan6.com/read/2421948/panas-
diejek-tak-jantan-pria-surabaya-cabuli-remaja-smp, diakses pada Sabtu 1 Juli 2017, pukul 16.45 
WIB). 
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sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelusuri ketentuan 
instrumen internasional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 tahun sudah 
sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Standard Minimum Rule For The 
Administration of Juvenile justice (The Beijing Rules). 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anakk lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang diatur pada Pasal 
5 Ayat (1), sedangkan pada Pasal 5 Ayat (2) meliputi; 
1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam
undang-undang ini;
2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan
umum;
3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama
proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau
tindakan.
Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya 
adalah; a) anak yang berumur 12 Tahun sebagai mana dijelaskan pada Pasal 21 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu 
diserahkan kembali ke orang tua wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan 
pembimbingan LPKS; b) anak yang berumur 12 Tahun sampai dengan 14 Tahun 
sebagaimana dijelaskan pada Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Anak berupa tindak yaitu dikembalikan ke orang 
tua/wali dan perawatan di LPKS; c) Anak yang berumur 15 Tahun sampai dengan 
18 Tahun sebagaimana Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Anak yaitu 
berupa pidana pokok terdiri dari pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan 
kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga terdapat 
pidana tambahan berupa dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan di 
LPKS. 
Memang ironis, tidak adil rasanya bila anak yang melakukan kenakalan 
dan meresahkan masyarakat tidak dikenai hukuman secara maksimal, tetapi tidak 
pantas juga bila anak tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan hukuman 
yang diterima oleh orang dewasa. Dan terbukti peraturan peraturan kita belum 
bisa memberi efek jera untuk tidak melakukan kejahatan sesksual, khususnya 
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yang pelakunya anak anak. Untuk itulah penulis tertantang untuk mencari solusi 
untuk menjawab fenomena di atas dengan mengambil judul skripsi Tindak 
Pidana Seksual Yang dilakukan Oleh Anak.  
2. METODE
Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu 
menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif 
sebagai tata kerja penunjang.
8
  Mengingat bahwa permasalahan hukum yang 
menjadi objek kajian, yaitu mengenai Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana seksual yang dilakukan oleh 
anak anak.  Jenis peneltian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara mengkaji 
dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan 
dengan bahasan tentang mengenai Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana seksual yang dilakukan oleh 
anak anak. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggung jawaban pidana adalah sesuatu hal yang dipertanggung jawabkan 
oleh seseorang yang mana telah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, 
baik pelaku tersebut dewasa maupun anak-anak. Pertanggung jawaban pidana 
menurut Simons adalah sebagai keadaan psikis, sehingga penerapan suatu 
ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut.
9
 Dasar 
adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya 
pembuat adalah asas kesalahan (culpabilitas). 
Hal ini menjadi dasar hukum untuk dikenai saksi pidana walaupun pada 
akhirnya sanksi pidana tidak memberi dampak jera bagi orang lain. Seperti kasus 
Yoga Aris Tri Prasetyo berdasarkan bukti-bukti telah meyakinkan melakukan 
tindak pidana pencabulan terhadap anak perempun. Berdasarkan Putusan No. 
8Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, hal. 166. 
9Eddy O.S.Hiariej, 2014, Prinsip-prinsip hukum Pidana, Jakarta: Sinar Pustaka, Jakarta, hal. 122. 
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4/Pid.sus-Anak/2018/PN Skt, telah menjatuhkan putusan pidana penjara 6 bulan. 
Namun pidana tersebut tidak perlu dijalana selama yang bersangkutan tidak 
melanggar syarat yang diputuskan majelis hakim. 
Salah satu bentuk tindak pidana seksual yang marak dilakukan oleh anak 
belakangan ini adalah pencabulan. Menurut R.Soesilo yang dimaksud perbuatan 
cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau 
perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal, 
cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara 
(persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).
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Pencabulan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dari waktu ke 
waktu marak menimpa anak. Namun yang lebih memprihatinkan dewasa ini 
pelaku pencabulan kepada anak dilakukan oleh anak pula. Salah satu faktor 
pemicu hal ini adalah semakin banyaknya situs-situs porno yang dengan mudah 
dapat diakses oleh anak melalui perangkat teknologi seperti handphone (HP) 
ataupun gadget yang terkoneksi dengan porno sehingga memicu nafsu birahi 
mereka untuk mencoba adegan tersebut kepada teman lawan jenis yang kita kenal 
dengan istilah pencabulan. Hal ini diperkuat dengan pemikiran Sigmund Freud 
bahwa sumber kekerasan seksual berakar pada tiadanya kontrol secara kolektif 
terhadap tindakan individu, pemberlakuan dan pentaatan norma-norma sosial 
yang telah ada atau yang telah dibuat oleh masyarakat setempat.
11
 
Pencabulan sekalipun dilakukan oleh anak kepada anak tentu saja tetap 
memiliki konsekuensi hukum. Siapapun yang melakukan pencabulan, apalagi jika 
pencabulan tersebut dilakukan kepada anak maka dapat dijerat dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal-pasal yang 
masuk kategori pencabulan dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 76 D dan 
E. Pasal 76 D, menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau orang lain”.  
10R.Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya 
Lengkap Pasal demi Pasal,   Bogor: Politeia,hal. 212. 
11Ismantoro Dwi Yuwono,  Penerapan Hukum dalam kasus kekeasan seksual terhadap anak, Pustaka 
Yustisia, Jakata, 2015, Hlm.9). 
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Bagi yang melanggar ketentuan di atas diancam dengan pidana penjara 
minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 Milyar, 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 UU. Pasal 76 E, mengatur bahwa “setiap 
orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa 
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membuat 
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.  
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan 
Pencabulan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dari waktu ke waktu 
marak menimpa anak. Namun yang lebih memprihatinkan dewasa ini pelaku 
pencabulan kepada anak dilakukan oleh anak pula. Salah satu faktor pemicu hal 
ini adalah semakin banyaknya situs-situs porno yang dengan mudah dapat diakses 
oleh anak melalui perangkat teknologi seperti handphone (HP) ataupun gadget 
yang terkoneksi dengan porno sehingga memicu nafsu birahi mereka untuk 
mencoba adegan tersebut kepada teman lawan jenis yang kita kenal dengan istilah 
pencabulan. 
Putusan Perkara 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt hakim menimbang 
pendapat yang daijukan oleh Bapasa bahwa pelaku dijatuhkan dengan pidana 
percobaan, berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak dikarenakan masih 
sekolah. Selain itu hakim menimbang bahwa ketentuan Pasal 73 Ayat (2) Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Ssitem Peradilan Anak apabila dijatuhkan 
pidana bersayarat maka ditentukan syarat umum dan khususnya. Hakim 
menimbang ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Ssitem Peradilan Anak karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh 
anak diancam dengan pidana komulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana 
denda diganti dengan pelatihan kerja. Hakim memutuskan bahwa pelaku dihukum 
dengan dikembalikan kepada orang tua pelaku dikarenakan masih mengenyam 
pendidikan sekolah dan dalam putusannya pelaku dilarang untuk mengganggu 
korban selama 1 tahun. 
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4.2 Saran 
Untuk keluarga, diharapkan kedepannya menekankan nilai-nilai agama, sopan 
santu, etika atau akhlak terhadap anak. Selain itu diharapkan orang tua melakukan 
pengawasan kepada anak dan lingkungan pergaulannya, hal ini diharapkan bahwa 
anak akan tumbuh dalam pikiran dan lingkungan yang positif dan jauh dari 
pengaruh negatif. 
Untuk pihak kepolisian, diharapkan kedepannya terus mengoptimalkan 
sosialisasi mengenai hubungan seksual dibawah umur dan diluar nikah yaitu 
bekerjasama dengan RT, RW maupun lembaga sosial lainnya. Hal ini diharapkan 
mampu menekan pelanggaran asusila maupun tindak pidana seksual. 
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